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RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH 
KEPELABUHANAN DAN PELAYARAN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARRU,
Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah;



b.
bahwa dalam rangka pengembangan perekonomian Kabupaten Barru yang strategis perlu peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang peningkatan pendapatan di bidang kepelabuhanan dan pelayaran yang berhasil guna dan berdaya guna;



c.
bahwa sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk  Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kepelabuhanan dan Pelayaran Barru. 

Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2910);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU 

dan 

BUPATI BARRU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KEPELABUHANAN DAN PELAYARAN BARRU.
BAB I 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Barru.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pelayaran Barru yang didirikan dengan modal untuk seluruhnya dan/atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempet kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
7. Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
8. Pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritime.
9. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pelayaran Barru yang merupakan unsur Pimpinan Perusahaan dan terdiri atas Direktur Utama dan Direktur.
10. Badan Pengawas adalah Pengawas Perusahaan Daerah yang terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah, Perorangan dan Masyarakat.
11. Pihak Ketiga adalah Instansi, Badan Hukum dan Perorangan di luar Perusahaan Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan lainnya, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negara atau Perusahaan Daerah Lainnya.
12. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
13. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan Pedoman Pengelolaan dan Pengendalian agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
14. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar fungsinya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barru yang tertuang dalam angka-angka, disisi lainnya memuat rencana pembelanjaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Anggaran.
BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perusahaan Daerah Kepelabuhanan dan Pelayaran Barru.
BAB III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Kepelabuhanan dan Pelayaran Barru disingkat PD.KPB.
(2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Ibu Kota Daerah Kabupaten Barru.

Pasal 4

(1) Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Nasional pada umumnya.
(2) Perusahaan Daerah dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain dengan persetujuan Bupati.
(3) Perusahaan adalah suatu kesatuan Produksi yang bersifat :

a. memberi jasa;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum;
c. meningkatkan pendapatan.
BAB IV
JANGKA WAKTU BERDIRINYA
Pasal 5
Perusahaan Daerah ini didirikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
BAB V

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 6
Maksud dan tujuan Perusahaan Daerah ialah menjalankan usaha dalam Bidang Kepelabuhanan dan Pelayaran.
Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
a. Jasa Kepelabuhanan, yang meliputi  :
1) Kolam-kolam pelabuhan dan peralatan untuk lalu lintas dan tempat berlabuhnya kapal;

2) Jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (poltage) penundaan kapal;

3) Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat barang termasuk hewan dan fasilitas naik turunnya penumpang;

4) Gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang angkutan bandar, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;

5) Tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan industri gedung-gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut;
6) Penyediaan listrik, bahan bakar minyak, air minum, intalasi limbah pembuangan, dan kebutuhan kapal lainnya;

7) Jasa Terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan;

8) Jasa Persewaan fasilitas dan peralatan di bidang kepelabuhanan;

9) Properti di daerah lingkungan pelabuhan;

10) Kawasan industri di daerah lingkungan pelabuhan;

11) Kawasan wisata di daerah lingkungan pelabuhan;
12) Jasa depo peti kemas;

13) Jasa konsultasi di bidang kepelabuhanan;

14) Jasa komunikasi di bidang kepelabuhanan ;

15) Jasa konstruksi di bidang kepelabuhanan; dan
16) Jasa kepelabuhanan lainnya.

b. Jasa pelayaran;
c. Jasa penunjang angkutan laut yang dapat memberi keuntungan pada Daerah dan Masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI

M O D A L

Pasal 8

(1) Neraca permulaan Perusahaan Daerah terdiri atas sesuai aktiva dan pasiva dari Perusahaan Daerah yang ada pada saat dibentuk.
(2) Modal Perusahaan Daerah dapat seluruhnya atau sebagian berasal penyertaan modal daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan.
(3) Setiap penyertaan, modal daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 9

Modal dasar Perusahaan Daerah yang seluruhnya atau sebagian berasal dari penyisihan Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 10

Selain Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Perusahaan Daerah dapat memperoleh dana dari kredit-kredit Dalam Negeri dan Luar Negeri atau dari obligasi dan sumber-sumber dana lain yang sah.

BAB VII

PENGURUS DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 11

(1) Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :
a. Direksi ;

b. Pengawas.

(2) Direksi Perusahaan Daerah terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
(3) Direktur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah Direktur Administrasi dan Keuangan serta Direktur Operasional.
(4) Direktur Administrasi dan Keuangan terdiri dari :

a. Devisi Administrasi dan Kepegawaian;

b. Devisi Keuangan; dan
c. DevisiPerencanaan;

(5) Direktur Operasional terdiri dari :

a. Devisi Kepelabuhanan;

b. Devisi Pelayaran; dan
c. Devisi Perlengkapan dan Pemeliharaan.

(6) Skema susunan organisasi Perusahaan Daerah sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Derah ini.
(7) Uraian tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Perusahaan Daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
  
  BAB VIII

DIREKSI


Pasal 12

(1) Perusahaan Daerah diurus dan dipimpin oleh Direksi dengan jumlah paling banyak 3 (Tiga) orang.
(2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan rekomendasi dari DPRD.
(3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (Strata 1);

b. sehat jasmani dan rohani;
c. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (Lima) Tahun di bidang kewirausahaan dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan di dalam sidang paripurna Dewan yang hasilnya akan disampaikan untuk menjadi masukan kepada Bupati;

e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Daerah/keuangan Negara;

f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.   
(4) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah satu anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama dengan Keputusan Bupati.
(5) Masa jabatan Direksi selama 4 (Empat) Tahun dan dapat ditunjuk kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perusahaan Daerah.
Pasal 14

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;

c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;

b. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
d. membina pegawai;

e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;

f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

g. mewakili Perusahaan Daerah baik dalam dan di luar Pengadilan;
h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.
Pasal 16

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;

b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;

c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;

d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 17

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :

a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perusahaan Daerah;

c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 18

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari :

a. Gaji;

b. Tunjangan.

(2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Bupati atas usul Badan Pengawas.

Pasal 19

(1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :

a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;

b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direksi perempuan;

d. cuti alasan penting;

e. cuti sakit.

(2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
(4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.


Pasal 20

Direksi diberhentikan dengan alasan :

a. atas permintaan sendiri;

b. meninggal dunia;
c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;

d. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
f. dihukum Pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

g. meninggalkan tugas selama 3 (Tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 21

(1) Apabila Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d, e dan huruf g, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, oleh Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 22

Bupati paling lama 12 (Dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan:

a. keputusan tentang pemberhentian sebagai Direksi, bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c, d, f dan huruf g;

b. keputusan tentang pemberhetian sementara sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf e.
Pasal 23

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a, b, dan huruf c, diberhentikan dengan hormat.
(2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d, e, f, dan huruf g, diberhentikan tidak dengan hormat.
(3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (Tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
(4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c, selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (Lima) kali penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
(5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.
Pasal 24

Paling lama 3 (Tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 25

(1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) apabila Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
(2) Pengangkatan Pelaksanaan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (Tiga) bulan.

BAB IX
BADAN PENGAWAS

Pasal 26

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas dilakukan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
(2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah dan/atau dari orang yang profesional di bidangnya.
(3) Khusus untuk kalangan profesional untuk pengangkatan dan pemberhentiannya perlu pemberitahuan terlebih dahulu kepada DPRD.
(4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
a. memiliki integritas, dedikasi, dan menguasai Manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha jasa kepelabuhanan;
d. tidak terikat hubungan dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas yang atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar ;

e. khusus kalangan profesional mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (Lima) tahun.

Pasal 27

Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (Tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

Pasal 28

(1) Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (Tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (Satu) kali masa jabatan.
(2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan tugasnya dengan baik dan mampu memberikan saran kepada Direksi untuk kemajuan Perusahaan Daerah agar mampu bersaing serta meningkatkan kinerjanya.

Pasal 29

Anggota Badan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

a. anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, dan jabatan lainnya.
b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 30

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
a. mengawasi kegiatan direksi;

b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Anggota Direksi;

c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah;

e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;

f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 31

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
b. memeriksa anggota Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah; dan

d. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.
Pasal 32

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :

a. uang jasa;

b. jasa produksi.

Pasal 33

(1) Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (Empat puluh persen) dar gaji Direktur.
(2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (Tiga puluh lima persen) dar gaji Direktur.
(3) Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari gaji Direktur.

Pasal 34

(1) Selain uang jasa, setiap tahun dapat diberikan jasa produksi.
(2) Besarnya Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 35

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

a. atas permintaan sendiri;

b. meninggal dunia;

c. karena kesehatan terganggu sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;

e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;

f. terlibat dalam tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan;

g. karena berhalangan tetap, tidak bisa melaksanakan tugasnya.

Pasal 36

(1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf d dan huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ;

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (Dua belas) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas

BAB X
K E P E G A W A I A N

Pasal 37

Pegawai Perusahaan merupakan pekerja Perusahaan Daerah yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 38

(1) Dengan pertimbangan efisien untuk pekerjaan tertentu, Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan.

(2) Pemberian upah terhadap tenaga kontrak atau tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pekerjaan yang ditugaskan.

BAB XI

KERJASAMA PIHAK KETIGA

Pasal 39

Untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan efektifitas dalam mengembangkan usaha, Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
Pasal 40

Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 39, dapat dilakukan dengan cara :

a. mengembangkan usaha yang sudah ada atau sedang berjalan ;

b. membentuk usaha-usaha baru atas dasar pertimbangan mempunyai prospek yang baik dan saling menguntungkan.
Pasal 41

Pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan prinsip dari Bupati serta memberikan laporan ke DPRD.
Pasal 42

Bentuk dan tata cara kerjasama dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang mengatur kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
BAB XII

ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH 

DAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 43

(1) Bupati mengesahkan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) yang diajukan oleh direksi, selambatnya-lambatnya sebelum Tahun Buku baru berjalan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan (neraca dan perhitungan laba/rugi) setelah tahun buku berakhir.
(2) Tahun Anggaran Perusahaan Daerah adalah tahun Takwin.
Pasal 44
(1) Selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) sudah harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

(2) Perubahan atau tambahan anggaran perusahaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
(3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba), disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
(4) Pengesahan Anggaran Perusahaan (RAP), perubahan tambahan Anggaran Perusahaan dan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan perhitungan rugi/laba), diberikan oleh Bupati setelah mendengar pendapat/pertimbangan Badan Pengawas. 

Pasal 45

(1) Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan perhitungan laba/rugi) Perusahaan Daerah, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Negara dan/atau Akuntan Publik.
(2) Seluruh pengelolaan Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direksi dengan sistem Akuntan.

Pasal 46

Bupati menyampaikan Anggaran Perusahaan Daerah dan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan perhitungan laba/rugi) yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, kepada DPRD selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah pengesahan.

BAB XIII

HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN 

PERUSAHAAN DAERAH 

Pasal 47

(1) Direksi berkewajiban menyampaikan Laporan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Usaha kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengawas, sekali dalam 3 (Tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
(2) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan tepat pada waktunya, dengan bentuk laporan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 48

(1) Bagian dari laba bersih dari Perusahaan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan, setelah disahkan oleh Bupati dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan disetorkan ke Kas Daerah paling lambat pada bulan terakhir Tahun Anggaran berjalan.
(2) Bagian dari laba hasil usaha yang menjadi Hak Perusahaan Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan, dibukukan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, dan selanjutnya dialokasikan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan yang telah disahkan oleh Bupati.
BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN DAERAH 

Pasal 49

(1) Pembinaan Umum dan Pengawasan dilakukan oleh Bupati dan DPRD.
(2) Pengawasan Khusus terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Badan Pengawasan.
Pasal 50

(1) Selain aparat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, di dalam Perusahaan Daerah ini jika dipandang perlu dapat dibentuk satuan pengawas intern, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
(2) Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
(3) Kepala Satuan Pengawas Intern bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penelitian terhadap sistem Pengendalian Pengelolaan Perusahaan Daerah serta berkewajiban memberikan saran dan pendapat.
BAB XV

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 51

(1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan melalui Peraturan Daerah .
(2) Apabila tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa hasil likuidasi atau pembubaran Perusahaan Daerah disetor langsung ke Kas Daerah.
(3) Dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepentingan pemegang saham pihak ketiga, dan karyawan Perusahaan Daerah harus tetap diperhatikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 52
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 53
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.
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